Menimbang :

+ 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

a. bahwa untuk menggali dan meningkatkan sumber pendapat-
an daerah secara lebih profesional sehingga berdaya guna dan
berhasil guna, perlu adanya Peningkatan Status dari Unit
Percetakan menjadi Perusahaan Daerah;

b.bahwa untuk keperluan dimaksud, periu menyusun dan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah
Percetakan:

Dacrah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Tzhun 1962 Nomor 10 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambsahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851)

6. Keputusan Menieri Dalam  Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan .....
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- adalah H.ﬂta:;agclang;
VE . tah Daerah alahPcmcﬁntahl{otaMag:hng;
t "’mﬁn?a adalah Walikota Magelang;

B "C ang
Tﬂfm adalah Direksi Perusahaan Daerah Percetakan Kota Magelang; Kota
: QMWMMMWMMDMW
.1’ .
Mageane ai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Percetakan Kota Magelang.
‘: b

BAB 11
KETENTUAN PENDIRIAN

BAB III

Pasal 3
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Dalam mencapai tui .
{2) pal tujuan dUIIElksud ayat (1) Pasal ini Perusahaan Daerah

menggunakan prinsip clisicnsi dan efektifitas serta pelayanan yang baik

kepada masyarakat atay Pengguna i

Pasal 4

cebutihan cetak mencont, 1rrah, Fereciskan adalah pcayanan kegiatan
cetak, pengadaan alat tulis kantor dan usaha foto copy

serta usaha-usahg o
perkantoran, lain  yang berhubungan dengan pemenuhan sarana

BAB IV
MODAL
Pasal 5

1) ;"53115 6‘;;?1 LI. crusahaan Daerah Percetakan ditetapkan sebesar Rp.
Ribu Ena.m R (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Belas
At ex Bt P:lus Dua Puluh Lima Rupiah ) terdiri atas Pelimpahan Modal
R .E n;{ tametﬂkau Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai
ﬁgaﬂﬂR:fua *E Magelang sebesar Rp. 64.316.625,- (Enam Puluh Empat Juta

pAm Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan

(2) Modal Awal Perusahaan Daecrah Percetakan tersebut pada ayat (1) Pasal ini
(3) Modal_ Awal Perusahaan Daerah Percetakan scbagaimana dimaksud ayat (1)

BAB V
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 6

(1) Direksi diangkat olch Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan
Pengawas.

(2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan

berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus mele kan terlebih
dahulu status kepegawaiannya. o )
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Untuk dapat di
(3) b ihcp;hn "Tnﬂht scbagai anggota Duecksi harus memenuhi persyaratan

. diuta
;. m:m;:?:[k\;? mzm:;:n}mi pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
4 Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang

dibuktikan  dengan g,
- Surat K :
scbelumnya dengan Penilaian bu':;::”mm frefzongy dard  pernRsRos

c. membuat dan e = % s
‘ " menyajikan  proposal tentang visi, misi dan strategi

d. Ed:ka:"r;g‘ i;“hlmgan keluarga dengan Walikota atan dengan Anggota
! dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat

kety ‘ .
d;;g;;f‘k menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu

(4) Pengangkatan anggota Direksi sebagai
: s @ Koo B;ﬂ _aamt:.mnadimakaudpndaayatfllmhi

Pasal 7

Jumlah anggota Direksi paling b ;
_ i e i p{l]lmg anyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya

Pasal 8

(1) Seorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa
jabatan d;fm kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang

(2) Dikecuali dari 1 ] : i
< uahkanu aym{)Pasalmiapahlthkm:dhngkntmjadi

(3) Masa jabatan Dirt:ksiditctapkanaclama4(=mpnt} tahun.

(4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan
kinerja Perusahaan Daerah Percetakan sctiap tahun.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Dircksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Percetakan mem i
scbagai berikut punyel fgas

a memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;

b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan Dacrah Percetakan tahunan kepada Badan Pengawas untuk
mendapat pengesahan,

€. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan
Badan Pengawas;

d. membina pegawai;
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mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan rah Percetakan;

\ \|n '
mt‘-lUTIf"_‘ﬂR“mk““ Aadministrmgj umum dan I(runl;]'l;n'
mewnkili Perusahaan Daergh Pr:n:tnkan ‘hgik d; dalam dan di luar

Z ®m =0

bawah Dircksi:

c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi:
d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak liunugl'

Pasal 11

Bagian Ketiga
Tahun Buku, Laporan Keuangen dan Tahunan

Pasal 12

(1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahnn Takwim.

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhimmya Tahun Buku Direksi
menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan
Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

(3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan
Direksi dan Badan Pengawas.

(4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Tahun Buku Direksi
telah  mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah

Percetakan.

(5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum
mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Percetakan

yang diajukan, dianggap telah disahkan.
Bagian Keempat........
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(1)

(2)

(1)

(2

(4)

Direksi diberhentikan dengan alasan .

a atas pemintasn sendiri;

. meninggal dunia;

an o

0

- hdak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah

Bagian Keempat
Penghorilng dan Mok hak DMroksi

Pasal 13

Penghasilan Direksi terdiri day; -
A  gaji '
b. tunjangan.

Jenis dan besarnya tunjangan sehagaim limaksud pada ayat (1) huruf b
Pasal ini ditetapkan oleh Dirrles; e ’ -

Bagian Kelime
Cuti

Pasal 14

Dm:ku memperoleh hak Cuti sebagai berikut :

a. cutl tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. cun tt;cna-ar/ Cull panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa
c. Cllﬁbﬂ;ﬂ.lill sclama 3 (Ug«) Lulan bagi Direktris;

d. cut alasan penting; |

e. cut sakit.

Pclaka:aqﬂanhakcuﬁaebagaimanadimaknud pada ayat (1) huruf a, b dan ¢
Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persctujuan Walikota atau pejabat
Pclakn:m_ms_mhakcutiubaguiumadimaksudpadaayat(lj huruf d dan e
Pasal ini dilaksanakan setclah meudapat persetujuan Badan Pengawas.

Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan uh darni
Perusahaan Daerah Percetakan. e

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 18

karena keschatan schingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

disetujul,

terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Dacrah Percetakan:
dihukum pidana berdasaikan pulusan  Pengadilan Negeri yang telah
mempunyal kekuatan hukum vang tetap.
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Pasal 16

(1) :T"'h::m:“:h:i diduga melakukan salah  satn perbuatan sebagaimana
— - m' Pasal 15 humf ¢, d Jan e Badan FPengawas segera

(2) Apabila berdasarkan  hagil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbukti Badan Pengawas segera

Pasal 17

a hrﬂlknman Walikota ‘cntang pemberhentian scbagai Direksi bagi Direksi yang
. Eﬁm::kﬂnmu &tﬂrﬁkuamn dalam Pasal 15 huruf ¢, d dan f:
» N Ola fentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi
Direks: yang melakukan perbuatan dalam Pasal 15 hurufe.

Pasal 18

(1) Direksi diberhentikan - *
c. diberhen 3 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, b dan

(3) Direksi yang diberhentikan sebagainana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b
mmmwdmumma(ﬁgqmmwywmm

pada bulan terakhir jugs diberikan uang
: . penghargaan yang besarnya
ditctapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

(4) Direksi yang diberhentikan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢
ur:]am diberikan uang pesangon sebesar S (ima) kali penghasilan yang
d}l:mapmiabulan t:mkl_:jrjugadﬂ)m'ikan uang penghargaan yang besarnya
ditctapkan sccara proporsional scsuai masa jabatannya.

(5) Direksi yang berhenu karena habis masa Jabatannya dan tidak diangkat

kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemam uan Perusahaan
Dacrah Percetakan. e ¥

Pasal 19

Paling lama 3 (ugas) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan
Pengawas sudah mengajukan calon Dircksi kepada Walikota, '
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(2) Pengangkatan Pelaksana Ty
. RAas diteta dengan Keputusan Walikota untuk
masa jabatan paling lama 3 [ﬁgnj huh?:m "

BAB VI
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 21

a. menyediakan waktu yang cukup;

b. tdak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan
Pcn_galwa.-. lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut
gars lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

C. mempunyai pengalaman ; i ini i
o dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima)

{4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal
ditetapkan dengan Keputusan Wfﬁkom. . ™

Pasal 22

Jumlah Badan ing banyak 3 (ti '
mﬂjhm:cmsmmpﬂhnsmy 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih

1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan sclama 3 (tiga) tahun.

3) Pengnngkatanﬂudunpcnguwuyaugkuduakalidﬂakukanapahih:
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- pPendapat '
- t pal  mengenai luang
cnguntungkan di masg Yang alkan datang. .

Baglan Kedua
Tugas dan Wewenang

: E:;Etim ktﬁﬂ:lﬂn Opcrasional Perusahaan Daerah Percetakan:
rikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan

¢. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja

| Percetakan.

Pasal 25
Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. memberi peringatan kepada Direksi i
an y tidak melaksanakan tugas '
dcngﬂn_ ngl‘fim Kera yang telah disctu;.?i;g R

D-EU'
E
=
g
:
g
]
1
g
E
g
:
:
]
=
g

Pasal 26
Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
Pasal 27

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh
} t
perseratus) dari penghasilan Direktur Utama. : J

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium scbesar i uluh
lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama. —

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh

perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
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' E}lbm dah;:i::‘:akbﬂ: rtl;’ﬂﬂg merugikan Pcm;.ahaan Daerah Percetakan;
: ukum i asarkan putu Pengadilan Negeri telah
mempunyal kekuatan hukum vang It]::ta]::s.m:l o

(1) "‘Pﬂhﬂﬂf Bﬂdﬂﬂ Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf ¢, d dan e Walikota segera
melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengaw bagaimana
mksud pada ayat (1) Pasal ini terbukti :::]akukan E:crhszatan yang
mng::llhkan,?fahkotapalmgthIQ(duabclas)haﬂkﬂjﬂﬂcﬂﬂﬂ

a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi
;l:in Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 29 huruf c, d

b. chu'tusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan
Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 29 huruf e.

BAB VII
PENGELOLAAN BARANG
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 31

Pengelolaan barang Perusahaan Daerah Percetakan harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Direksi dengan kuasa Walikota berwenang dan bertanggung jawab dalam
mengendalikan dan membina pengelolaan Barang Perusahaan Daerah:
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" ::‘ni:tn:;:‘r:-::'dn:}:: (1) Pasal ini berwenang dan bertanggung jawab atas
A niatrmaj . d
lingkungan Perusahaan Daerah ;::ﬁf::;:?:i u:lyaﬂn perawatan barang dalam

Pasal 33

) Setiap barang yan
aan Daerah dapat dihapus dari daftar inventaris.

o ml:ﬂ];z: :;:ln gusulkan  kepada Walikota barang-barang yang akan dihapus
: d - r.)cngﬂ“’ﬂﬂ mengenai jenis, jumlah, nama, harga dan lokasi
bamng dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Penghapusan barang-barang dimaksud ayat (1) Pasal ini harus terlebih

(4) Tata cara dan pelaksanaan penghapusan barang dimaksud ayat (1) Pasal ini

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 34

(1) Status Kepegawaian, gaji, pensiun dan tunj '

_ ’ jangan serta penghasilan Direksi
dan I;:ﬁ‘:f'_l / kﬂtﬂmﬂn Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota dengan
mem tikan entuan peraturan berlaku dan kondisi

= ' pe yang an kondisi kemampuan

(2) ’hm_langan svclam yang diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur
olech Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku setelah
mendapatkan pengesahan dari Walikota.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 35

(1) Anggota Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah, yang dengan sengaja
maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
Perusahaan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
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2 Disamping  MENgEAnti kerugian  sebagaimana  dimaksud ayat (1) Pasal ini,
kepada yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan
peratumn perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cam penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN
KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 36

Laporan h'“hh perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah
dikirim oleh Direksi kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas
sctiap 1 (satu) bulan sckali dan jika perlu untuk jangka waktu yang tertentu atas
Pa-n_mbangan Direksi atau atas permintaan Badan Pengawas.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
LABA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37

(1) Laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :

a. Dana Pembangunan Daerah = 30%
b. Dana Anggaran Belanja Dacrah = 25 %
c. Dana Cadangan Tujuan = 15%
d. Dana Cadangan Umum = 10%
e. Dana Pensiun = 5%
f Dana Jasa Produksi = 10%
g. Dana Sosial dan Pendidikan = 5%

(2) Penggunaan laba untuk Dana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota untuk pembangunan
Daerah termasuk investasi di Perusahaan Daerah.

(3) Penggunaan laba untuk Dana Cadangan Umum secbagaimana dimaksud
ayat (1) huruf d Pasal ini, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan
untuk penggunaan lain dengan Keputusan Walikota.

(4) Cara mengurus dan menggunakan Dana Cadangan Tujuan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf ¢ Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

(5) Walikota dalam menectapkan penggunaan laba sebagaimana dimaksud ayat
(2), (3) dan (4) Pasal ini, dengan memperhatikan pertimbangan Badan
Pengawas.
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2) Dalam rangka pembubh
(2 Pasal ini : amnptmsah&an Daerah Percetakan dimaksud ayat (1)

(3) Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah Percetakan melaporkan dan

(4) Apabila Perusahaan Daerah Percetakan dibubarkan, hutang dan

Pasal 40

(1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri
dari 2 (dua) orang.

(2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan
kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga
kerja lainnya ditetapkan maksimum 20% (dua puluh perseratus) dari laba

bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.

(2) Bl_tsamya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk
Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh

Direksi,

Pasal 42...........
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pert boleh lebih ' Yang dimiliki lebih dari d Daerah, Badan
p——— dari 3 ari 2 (dua)

r":g (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak 5 (lima)

orang:

apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan
kinerja perusahaan, Walikota dapat mengganti Direksi. o

Pasal 45

dari Walikota.

Pasal 46

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh
puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1(satu) tahun yang
diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara
efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Percetakan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Perataran Dacrah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota;
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Pasal 48

peratumn Daemh ini mulai berlaky pada tanggal dinndangkan.

Agar SUPAYA schap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Magclang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Pebruari 2002.

WALIKOTA MAGELANG

\ Jdynet.

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAER. TI'A MAGELANG

Drs. Y( ()
Pembing | 'taiph Madya
NIP. 3500 032 655.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
fAHUN 2002 NOMOR 6
SERI E NO. 4

E_ ) I
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Bahwa Perusahaan Daeraly Percetakan yang berkedudukan di Kota
Magelang yang merupakan salah saty, Perusahaan Daerah yang produktif dan
akan memberikan manfagt yang langsuung dirasakan bagi Pemerintah Kota

Magclang dan warga masyarakat serta dalam upaya peningkatan Pendapatan
Asli Dacrah (PAD).

Bahwa schubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota
Magelang secara terus menerus dan berkesinambungan selalu berusaha

membina pengelolaan Perusahaan Daerah Percetakan.

Bahwa Pengelolaan Unit Percetakan oleh Direktur Taman Kyai
Langgeng berdasarkan Keputusan Walikota Magelang tanggal 24 April 1995
No. 539/33/02/95 maka bentuk usahsa yang tepat dan memenuhi persyaratan
serta diharapkan dapat memupuk dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

adalah Perusahaan Daerah.

Sehubungan dengan bal tersebut maka dipandang periu meningkatkan
status dari Unit Percctakan menjadi Perusahaan Daerah Percetakan.

. PERJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas.
Pasal 2 ayat (3) . Pelaksanaan Perusahaan Daerah secara Operasional.
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Bahwa Pengelolaan Unit Percetakan oleh Direktur Taman Kyai
Langgeng berdasarkan Keputusan Walikota Magelang tanggal 24 April 1995
No. 539/33/02/95 mﬂhbentukuﬂahayangtgpndﬁn memenuhi persyaratan
serta dibarapkan dapat memupuk dan meningkatkan Pendapatan AsH Daerah
adalah Perusahaan Daerah.

Sehubungan denganhaltemebutmakadimMQngpethmminghﬁnn
status dari Unit Percetakan menjadi Perusahaan Daerah Percetakan.

PENJELASAN PASAL DEMI PABAL

Pasal 1 8/d 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (3) : Pelaksanaan Perusahaan Daerah secara Operasional.
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pasal 5 ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 6 s/d 36

Pasal 37

Pasal 38 s/d 48
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